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LURAH BANARAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH BANARAN
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

ENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN 2021
NG MAHA ESA

LURAH BANARAN,
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan
6 Tahun 2020 tentang Anggaran

Kalurahan Banaran Nomor
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021,
Peraturan Lurah tentang Penjabaran

maka perlu menyusurn
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun

Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
[stimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
No. 44)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lem
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indones'g
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara R ?a
Indonesia Nomor 5679); | B Rean
Peraturan Pe i

merintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

12 tentang Keistimewaan

baran Negara Republik
Lembaran

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 -

Dipindai dengan CamScanner

o



10.

11.

12.

Nomor :‘.]2, 13, 14 dan 1§ dari hal Pembentukan Daerah.
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakm-[';
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); ‘
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1037);
n Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Peratura
publik

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Re
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 500);

’ieraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

ransmigrasi -
Penggungar:: D:;O: I(D)Zsaliahiih;gQ 12(1)320' s “nontas
Indonesia Tahun 2020 No X (Berita Negara Republik
mor 1035);
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007
tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah
Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Dacrah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor
51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

n Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten

(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

18. Peratura

Gunungkidul
2018 Nomor 80);

19. Peraturan Bupati Gu
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor
65);

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

21. Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banaran
Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2016

nungkidul Nomor 65 Tahun 2020

Nomor 2);

22. Peraturan Desa Banaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran
Kalurahan Banaran Tahun 2020 Nomor 3);

23. Peraturan Desa Banaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021

1. (Lembaran Kalurahan Banaran Tahun 2020 Nomor 6);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN
| gl WC L ANG
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHN TAHUN 202‘1GARAN

Pasal 1

_1 jabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 terdiri

Pendapatan Desa:

- a. Pendapatan Asli Desa :Rp. 178.000.000
b. Transfer : Rp. 1.666.961.600

- c. Lain-Lain Pendapatan yang sah : Rp. 1.000.000
Jumlah Pendapatan : Rp. 1.845.961.600

. Belanja Desa:

. a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :Rp. 980.865.600
- b. Bidang Pembangunan : Rp. 153.486.000
= c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :Rp. 585.222.000
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :Rp.  22.305.000
. e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat

dan Mendesak Desa :Rp.  73.000.000
Jumlah belanja : Rp. 1.814.878.600
Surplus/(Defisit) :Rp. 31.083.000

. Pembiayaan Desa:
" a. Penerimaan Pembiayaan: :Rp. 18.917.000
" b. Pengeluaran Pembiayaan: : Rp. 50.000.000

» Selisih Pembiayaan (a-b) :Rp. (31.083.000)
~ ' SILPA Tahun Anggaran Berkenaan : RP. 0
Pasal 2

a lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
erupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

laksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan yang
tapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
aan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala
elaksana kegiatan anggaran.
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Pasal 4

. Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

. Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Diundangkan di Banaran
Pada tanggal 1 Januari 2021
CARIK BANARAN

<

ANDI SETIAWAN
BERITA KALURAHAN BANARAN TAHUN 2021 NOMOR 1

Dipindai dengan CamScanner



